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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DAN  

KELALAIAN PERAWAT SEBAGAI TENAGA KESEHATAN 

 

A. Perlindungan Hukum Pasien 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan 

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau 

korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari 

perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, 

seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan 

bantuan hukum.16 Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek 

hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun 

yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan 

kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu 

gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki 

konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, 

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang 

beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian 

dari perlindungan hukum diantaranya : 

                                                           
16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133. 
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Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan 

Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan 

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai 

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal 

dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu 

yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.17 Sedangkan 

menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia.18 Menurut Muchsin, 

perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu 

dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang 

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya 

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.19 

 

                                                           
17 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, 

Surabaya, 1987, hlm.25 
18 Setiono, Rule of Law(Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hal. 3. 
19 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; 

magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14. 
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Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar 

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.20 

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang 

sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif 

dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan 

belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh 

keadilan sosial. 

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur 

pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk 

merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh 

keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi 

nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta 

memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi 

penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara 

sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi 

terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.21 

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak 

tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang 

menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup 

                                                           
20 Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Citra Aditya Bakti, cetakan ke V, Bandung, 2000, hal.53 
21 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.43 
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bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam 

hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan 

bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap 

individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum 

mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat 

umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau 

tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu 

dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh 

dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian 

hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan 

juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim 

yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang 

telah diputuskan.22 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa 

perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap 

harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi 

manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat 

Indonesia bersumber pada aturan yang berlaku seperti undang-undang. 

 

                                                           
22 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.157-158 
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2. Perlindungan Hukum Pasien Ditinjau dari Undang-Undang 

Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

a. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan 

Perlindungan hukum pasien untuk melindungi pasien dari 

kesalahan dan kelalaian pelayanan kesehatan diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang 

diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 namun lebih 

tepatnya di Pasal 58 ayat 1 yang menegaskan bahwa Setiap orang 

berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, 

dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian 

akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang 

diterimanya. 

Dari Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan dapat diartikan bahwa apabila seorang 

Pasien merasa dirugikan atas kesalahan atau kelalaian tenaga 

kesehatan dalam pelayanan kesehatan atau pun berobat dapat 

menuntut pihak yang bersangkutan. Baik itu dituntut secara pidana 

ataupun dengan meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. 
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b. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen 

Perlindungan hukum pasien yang ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

sebagaimana pada Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa 

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen. Sebagaimana pada Pasal 2 Konsumen adalah setiap 

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Sebaimana sebagai tenaga kesehatan atau bisa disebut 

sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang 

telah dialami oleh konsumennya atau pasiennya yang diatur dalam 

Pasal 19 ayat 1 yang menegaskan bahwa Pelaku usaha bertanggung 

jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, 

dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

3. Bentuk dan Prinsip Perlindungan Hukum 

a. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya 

fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum 
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adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum 

sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif 

(pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif 

(pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam 

rangka menegakkan peraturan hukum.  

Menurut Philipus M. Hadjon,23 perlindungan hukum bagi 

rakyat meliputi dua hal, yakni:  

a) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan 

hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk 

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu 

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 

Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. 

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi 

tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan 

bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum 

yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati 

dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada 

diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum 

yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif 

dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak 

                                                           
23 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, 

Surabaya, 1987, hlm.4 
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diatur mengenal sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang 

sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk perlindungan hukum 

preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa 

keberatan (inspraak). Di indonesia sendiri belum ada 

pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 

b) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan 

hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. 

Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh 

Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip 

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu 

dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut 

sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan 

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban 

masyarakat dan pemerintah. Sedangkan Prinsip yang kedua 

mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan 

adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengkuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat 

utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum. 

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan 

bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip 
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pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat 

manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum 

yang berdasarkan pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya 

setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. 

Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan 

dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan 

hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, 

terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab 

di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap pasien. 

Perlindungan hukum terhadap pasien ini telah diatur dalam 

Undang-Undang tentang Kesehatan, namun selain itu perlindungan 

hukum bagi pasien juga diatur di dalam Undang-Undang tentang 

Perlindungan Konsumen karna pasien merupakan konsumen.  

b. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum 

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah 

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut 

sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah.24 Aspek dominan dalam konsep barat tertang hak asasi 

                                                           
24 http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html. diunduh 

pada Selasa 20 desemberr pada jam 23.45 WIB 
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manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat 

pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut 

berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan 

bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena 

konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat 

tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. 

Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi 

serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat 

indivudualistik dari konsep Barat.  

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di 

Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan 

falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat 

bersumber pada konsep-konsep Rechtstaat dan ”Rule of The Law”. 

Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir 

dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di 

Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap 

harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. 

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu 

dan bersumber dari konsep tentang pengakuan danperlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di 

Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi menusia diarahkan kepada 
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pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah.25 

 

B. KelalaianTenaga Kesehatan 

1. Pengertian Kelalaian  

Menurut Jusuf Hanafiah dan Amri Amir kelalaian adalah sikap 

yang kurang hati-hati yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya 

seseorang lakukan dengan sikap hati-hati dan wajar, atau sebaliknya 

melakukan sesuatu dengan sikap hati-hati tetapi tidak melakukannya 

dalam situasi tertentu.26 

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa kelalaian dapat 

bersifat ketidak sengajaan, kurang teliti, kurang hati-hati, acuh tak acuh, 

sembrono, tidak peduli terhadap kepentingan orang lain tetapi akibat 

tindakan bukanlah tujuannya. Kelalaian bukan suatu pelanggaran 

hukum atau kejahatan. Jika kelalaian itu tidak sampai membawa 

kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat 

menerimannya, namun jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian 

materi, mencelakakan, membuat cacat atau bahkan merenggut nyawa 

orang lain ini diklasifikasikan sebagai kelalaian berat, serius dan 

merupakan tindakan kejahatan yang dapat dituntut dan dimintai ganti 

rugi.  

                                                           
25 Phillipus M. Hadjon, op.cit, hlm.38 
26 Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta, 

2009, hlm.24 
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Bahwa suatu perbuatan atau sikap tenaga kesehatan dianggap 

lalai, apabila memenuhi empat unsur yaitu :27 

1) Duty atau kewajiban tenaga kesehatan untuk melakukan 

tindakan atau untuk tidak melakukan tindakan tertentu 

terhadap pasien tertentu terhadap situasi dan kondisi tertentu 

2) Dereliction of the duty atau penyimpangan kewajiban 

3) Damage atau kerugian, yaitu segala sesuatu yang dirasakan 

oleh pasien sebagai kerugian akibat dari layanan kesehatan 

yang diberikan oleh pemberi layanan 

4) Direct cause relationship atau hubungan sebab akibat yang 

nyata, dalam hal ini harus terdapat hubungan sebab akibat 

antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian yang 

setidaknya menurut “Proximate Cause”. 

2. Pengertian dan Macam-macam Peran Tenaga Kesehatan 

a. Pengertian Tenaga Kesehatan 

Kesehatan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik 

secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

                                                           
27 Sampurno.B, Malpraktek Dalam Pelayanan Kedokteran, Erlangga, Jakarta, 2005, hlm.25 
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Tenaga kesehatan menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan setiap orang 

yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki 

pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang 

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan 

untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan juga 

memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat 

mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup 

sehat sehingga mampu mewujudkan derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber 

daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Tenaga 

kesehatan memiliki beberapa petugas yang dalam kerjanya saling 

berkaitan yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan ketenagaan 

medis lainnya. 

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

Tentang Praktik Kedokteran menjelas bahwa tenaga kesehatan 

adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan 

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 



  39 

 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

Tenaga kesehatan dikelompokkan dalam:28 

1. Tenaga MedisTenaga  

2. Psikologi Klinis  

3. Tenaga Keperawatan 

4. Tenaga Kebidanan 

5. Tenaga Kefarmasian  

6. Tenaga Kesehatan Masyarakat  

7. Tenaga Kesehatan Lingkungan  

8. Tenaga Gizi  

9. Tenaga Keterapian Fisik 

10. Tenaga Keteknisian Medis  

11. Tenaga Teknik Biomedika  

12. Tenaga Kesehatan Tradisional 

Jenis Tenaga Kesehatan yang dimaksud termasuk dalam 

kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada angka 

3. 

Tenaga kesehatan sebagai salah satu unsur dimasyarakat 

dan pemerintahan amat dibutuhkan perannya untuk mencapai 

tujuan pembangunan kesehatan. Selama ini peran yang dikenal dari 

seorang tenaga kesehatan adalah sebagai seorang “penyembuh”. 

                                                           
28 Chrisdiono dan M.Achadiat, Pernik-Pernik Hukum Kedokteran, Widya Medika, Jakarta, 

2000, hlm.3 
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Harapan masyarakat bila berhadapan dengan tenaga kesehatan 

adalah dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah 

kesehatannya baik keluhan hal yang mendasar sampai hal-hal yang 

komplikasi ditanyakan kepada mereka. Peran seorang 

“penyembuh” ini amat mulia dan dihargai sangat tinggi dimata 

masyarakat. 

b. Macam-macam Peran tenaga kesehatan 

Peran adalah perilaku individu yang diharapkan sesuai 

dengan posisi yang dimiliki. Peran yaitu suatu pola tingkah laku, 

kepercayaan, nilai, dan sikap yang diharapkan dapat 

menggambarkan perilaku yang seharusnya diperlihatkan oleh 

individu pemegang peran tersebut dalam situasi yang umumnya 

terjadi. 

Menurut Potter dan Perry macam-macam peran tenaga 

kesehatan dibagi menjadi beberapa, yaitu :29 

1) Sebagai komunikator  

Komunikator adalah orang yang memberikan informasi kepada 

orang yang menerimanya 

2) Sebagai motivator  

                                                           
29 Potter dan perry, Fundamental of Nursing fundamental keperawatan, Salemba 

Medika, jakarta, 2010, hlm.48 
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Motivator adalah orang yang memberikan motivasi kepada 

orang lain. Sementara motivasi diartikan sebagai dorongan 

untuk bertindak agar mencapai suatu tujuan tertentu dan hasil 

dari dorongan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang 

dilakukan. 

3) Sebagai fasilitator  

Fasilitator adalah orang atau badan yang memberikan 

kemudahan dalam menyediakan fasilitas bagi orang lain yang 

membutuhkan 

4) Sebagai konselor  

Konselor adalah orang yang memberikan bantuan kepada 

orang lain dalam membuat keputusan atau memecahkan suatu 

masalah melalui pemahaman terhadap fakta-fakta, harapan, 

dan kebutuhan. 

3. Perawat sebagai tenaga kesehatan 

a. Pengertian Perawat 

Menurut buku Chrisdiono dan M.Achadiat perawat 

termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan yang sebagaimana 

pengertian Perawat atau nurse berasal dari bahasa latin yaitu dari 

kata nutrix yang berarti merawat atau memelihara. Menurut Fahri, 

menjelaskan pengertian dasar seorang perawat yaitu:30 

                                                           
30 Arizal Fahri, Perawat yang Profesional, Bina Media Perintis, Jakarta, 2010, hlm.1. 
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“Seseorang yang berperan dalam merawat atau 

memelihara, membantu dan melindungi seseorang karena 

sakit, injury dan proses penuaan. Perawat profesional 

adalah perawat yang bertanggung jawab dan berwewenang 

memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri 

dan/atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sesuai 

dengan kewenanganya.” 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 

tentang Keperawatan, dijelaskan bahwa Perawat adalah seseorang 

yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam 

maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengertian perawat terdapat pula dalam International 

Council of Nurses yang dikutip oleh Arizal Fahri Perawat adalah 

seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan 

keperawatan, berwenang di negara bersangkutan untuk 

memberikan pelayanan dan bertanggung jawab dalam peningkatan 

kesehatan, pencegahan penyakit serta pelayanan terhadap pasien.31 

Pengertian perawat lainnya dikemukakan oleh Asmadi 

sebagai berikut:32 

“Secara sederhana, perawat adalah orang yang mengasuh 

dan merawat orang lain yang mengalami masalah 

kesehatan. Namun pada perkembangannya, defenisi 

perawat semakin meluas. Kini, pengertian perawat merujuk 

pada posisinya sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang 

memberikan pelayanan kepada mayarakat secara 

profesional. Perawat merupakan tenaga profesional 

mempunyai kemampuan, tanggung jawab, dan kewenangan 

                                                           
31 Ibid 
32 Asmadi, Konsep dasar Keperawatan, EGC, Jakarta, 2008, hlm.2 
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dalam melaksanakan dan/atau memberikan perawatan 

kepada pasien yang mengalami masalah kesehatan.”  

Dari beberapa pengertian di atas dapat disumpulkan bahwa 

perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan 

dan mempunyai kemampuan dan kewajiban dalam merawat dan 

menolong orang yang sakit atau klien sesuai dengan bidangnya. 

b. Fungsi Perawat 

Fungsi perawat dalam melakukan pengkajian pada individu 

sehat maupun sakit di mana segala aktifitas yang dilakukan 

berguna untuk pemulihan kesehatan berdasarkan pengetahuan 

yang dimiliki, aktifitas ini dilakukan dengan berbagai cara untuk 

mengembalikan kemandirian pasien secepat mungkin dalam 

bentuk proses keperawatan yang terdiri dari tahap pengkajian, 

identifikasi masalah (diagnosa keperawatan), perencanaan, 

implementasi dan evaluasi. 

Gartinah, mengemukakan bahwa dalam praktik 

keperawatan, perawat melakukan fungsi sebagai berikut:33  

a) Sebagai pelaku atau pemberi asuhan keperawatan langsung 

kepada pasien dengan menggunakan proses keperawatan. 

b) Sebagai advokat pasien, perawat berfungsi sebagai 

penghubung pasien dengan tim kesehatan yang lain, membela 

kepentingan pasien dan membantu klien dalam memahami 

                                                           
33 Gartinah, Keperawatan dan Praktek Keperawatan, PPNI, Jakarta, 2002, hlm.51 
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semua informasi dan upaya kesehatan yang diberikan. Peran 

advokasi sekaligus mengharuskan perawat bertindak sebagai 

nara sumber dan fasilitator dalam pengambilan keputusan 

terhadap upaya kesehatan yang harus dijalani oleh pasien atau 

keluarganya. 

c) Sebagai pendidik pasien, perawat membantu pasien 

meningkatkan kesehatannya melalui pemberian pengetahuan 

yang terkait dengan keperawatan dan tindakan medik sehingga 

pasien dan keluarganya dapat menerimanya. 

d) Sebagai koordinator, perawat memanfaatkan semua sumber-

sumber dan potensi yang ada secara terkoordinasi. 

e) Sebagai kolaborator, perawat bekerja sama dengan tim 

kesehatan lain dan keluarga dalam menentukan rencana 

maupun pelaksanaan asuhan keperawatan guna memenuhi 

kesehatan pasien.  

f) Sebagai pembaharu, perawat mengadakan inovasi dalam cara 

berpikir, bersikap, bertingkah laku dan meningkatkan 

keterampilan pasien atau keluarga agar menjadi sehat.  

g) Sebagai pengelola, perawat menata kegiatan dalam upaya 

mencapai tujuan yang diharapkan yaitu terpenuhinya kepuasan 

dasar dan kepuasan perawat melakukan tugasnya. 
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Dalam praktik keperawatan, fungsi perawat terdiri dari tiga 

yaitu sebagai berikut:34 

a) Fungsi Independen  

Merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang 

lain, yaitu perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan 

secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan 

tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia 

seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis (pemenuhan 

kebutuhan oksigenasi, pemenuhan kebutuhan cairan dan 

elektrolit, pemenuhan kebutuhan nutrisi, pemenuhan 

kebutuhan aktivitas dan lain-lain), pemenuhan kebutuhan dan 

kenyamanan, pemenuhan kebutuhan cinta mencintai, 

pemenuhan kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri. 

b) Fungsi Dependen 

Merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya 

atas pesan atau instruksi dari perawat lain. Sehingga sebagai 

tindakan pelimpahan tugas yang diberikan. Hal ini biasanya 

silakukan oleh perawat spesialis kepada perawat umum, atau 

dari perawat primer ke perawat pelaksana. 

                                                           
34 Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di 

Rumah Sakit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.18 
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c) Fungsi Interdependen  

Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling 

ketergantungan di antara satu dengan yang lainnya. Fungsi ini 

dapat terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerja 

sama tim dalam pemberian pelayanan seperti dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada penderita yang 

mempunyai penyakit kompleks. Keadaan ini tidak dapat diatasi 

dengan tim perawat saja melainkan juga dari dokter ataupun 

lainnya, seperti dokter dalam memberikan tindakan pengobatan 

bekerjasama dengan perawat dalam pemantauan reaksi obat 

yang telah diberikan 

c. Kedudukan Perawat 

Perawat terdiri dari dua jenis perawat yaitu perawat profesi 

dan perawat vokasi. Perawat memiliki hak dan kewajiban, di mana 

dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan, bahwa perawat mempunyai hak: 

a) Memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan 

tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar 

prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

b) Memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur dari Klien 

dan/atau keluarganya. 
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c) Menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah 

diberikan. 

d) Menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan 

dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar 

prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

e) Memperolehfasilitas kerja sesuai dengan standar. 

Adapun kewajiban perawat dalam Pasal 37 Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Perawat 

dalam melaksanakan praktik keperawatan berkewajiban:  

a) Melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan 

sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan.  

b) Memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, 

standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar 

prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

c) Merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau 

tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup 

dan tingkat kompetensinya.  

d) Mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan 

standar. 
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e) Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan 

mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada 

Klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas 

kewenangannya. 

f) Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga 

kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat. 

g) Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh 

Pemerintah.  

Sebagai tenaga kesehatan, perawat memiliki sejumlah 

peran di dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan hak dan 

kewajiban yang ada. Kedudukan perawat yang utama adalah 

sebagai berikut:35 

a) Pelaksana layanan keperawatan (care provider). Perawat 

memberikan layanan berupa asuhan keperawatan secara 

langsung kepada klien (individu, keluarga, maupun komunitas) 

sesuai dengan kewenangannya. Asuhan keperawatan diberikan 

kepada klien di semua tatanan layanan kesehatan dengan 

menggunakan metodologi proses keperawatan, berpedoman 

pada standar keperawatan, dilandasi oleh etik dan etika 

keperawatan, serta berada dalam lingkup wewenang dan 

tanggung jawab keperawatan. Asuhan keperawatan ini 

                                                           
35 Asmadi, op.cit, hlm.76-81 
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merupakan bantuan yang diberikan kepada klien karena adanya 

kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta 

kurangnya kemauan untuk dapat melaksanakan kegiatan hidup 

seharihari secara mandiri. 

b) Pengelola (manager). Perawat mempunyai peran dan tanggung 

jawab dalam mengelola layanan keperawatan di semua tatanan 

layanan kesehatan (rumah sakit, Puskesmas, dan sebagainya) 

maupun tatanan pendidikan yang berada dalam tanggung 

jawabnya sesuai dengan konsep manajemen keperawatan. 

Manajemen keperawatan dapat diartikan sebagai proses 

pelaksanaan layanan keperawatan melalui upaya staf 

keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan, 

pengobatan, dan rasa aman kepada 

pasien/keluarga/masyarakat. Dengan demikian, perawat telah 

menjalankan fungsi manajerial keperawatan yang meliputi 

planning, organizing, actuating, staffing, directing, dan 

controlling. 

c) Pendidik dalam keperawatan. Sebagai pendidik, perawat 

berperan mendidik individu, keluarga, masyarakat, serta tenaga 

keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya. Perawat bertugas 

memberikan pendidikan kesehatan kepada klien dalam hal ini 

individu, keluarga, serta masyarakatsebagai upaya 

menciptakan perilaku individu/masyarakat yang kondusif bagi 
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kesehatan. Pendidikan kesehatan tidak semata ditujukan untuk 

membangun kesadaran diri dengan pengetahuan tentang 

kesehatan. Lebih dari itu, pendidikan kesehatan bertujuan 

untuk membangun perilaku kesehatan individu dan 

masyarakat. Kesehatan bukan sekadar untuk diketahui dan 

disikapi, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

d) Peneliti dan pengembang ilmu keperawatan. Sebagai sebuah 

profesi dan cabang ilmu pengetahuan, keperawatan harus terns 

melakukan upaya untuk mengembangkan dirinya. Berbagai 

tantangan, persoalan, dan pertanyaan seputar keperawatan 

harus mampu dijawab dan diselesaikan dengan baik. Salah 

satunya adalah melalui upaya riset; Riset keperawatan akan 

menambah dasar pengetahuan ilmiah keperawatan dan 

meningkatkan praktik keperawatan bagi klien. Praktik 

berdasarkan riset merupakan hal yang harus dipenuhi (esensial) 

jika profesi keperawatan ingin menjalankan kewajibannya pada 

masyarakat dalam memberikan perawatan yang efektif dan 

efisien. 

 

C. Pasien sebagai Konsumen 

1. Pengertian Pasien sebagai Konsumen 

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2004 tentang Praktik Kedokteran, “Pasien adalah setiap orang yang 
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melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun 

tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.”  

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 

2009 tentang Rumah Sakit, “Pasien adalah setiap orang yang melakukan 

konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung di Rumah Sakit.” Berdasarkan isi kedua pasal dari undang-

undang yang berbeda dapat diketahui bahwa pasien, adalah setiap orang 

yang melakukan konsultasi atau yang bertujuan untuk berobat terhadap 

masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 

diperlukan guna mendapatkan kesembuhan. Sedangkan pada Kamus 

besar Bahasa Indonesia pasien adalah orang sakit yang membutuhkan 

bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang di deritanya. 

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk 

terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan 

masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi 

perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai 

perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah 

menjadi perhatian dunia. 

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan konsumen, Perlindungan konsumen adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
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perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai 

benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang 

merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan 

konsumen. 

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen 

mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada 

konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari 

kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum 

perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur 

tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka 

pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, 

hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, 

serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.36 

Dalam berbagai litelatur ditemukan sekurang-kurangnya dua 

istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum 

konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Az.Nasution 

menjelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum 

perlindungan konsumen adalah bagian dari konsumen.37 Hukum 

Konsumen menurut beliau adalah Keseluruhan asas-asas dan kaidah-

kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai 

                                                           
36 Janus Sidabolok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2010, hlm.45 
37 Ibid 
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pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, 

didalam pergaulan hidup. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen 

merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau 

kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang 

melindungi kepentingan konsumen. 

Berdasarkan penjelasan dari unsur-unsur konsumen dan dengan 

dikaitkan dengan pasien, maka menurut penulis pasien juga dapat 

dikategorikan sebagai konsuemen, yaitu konsumen jasa pelayanan 

kesehatan (medis), karena unsur-unsur pengertian konsumen telah 

terpenuhi dalam pengertian pasien, dan ketentuan di atas menjelaskan 

bahwa apabila dikaitkan dengan jasa pelayanan medis, dapat diartikan 

sebagai layanan atau prestasi kesehatan yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan dan disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan pasien 

sebagai konsumen. 

2. Hak Pasien sebagai Konsumen 

Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang 

atau badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat 

sesuatu, sedang kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. 

Menurut Joko Wiyono hak pasien yaitu hak pribadi yang dimiliki setiap 

manusia sebagai pasien.38 Pasien sebagai konsumen kesehatan memiliki 

perlindungan diri dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang 

                                                           
38 Susatyo Herlambang, Etika Profesi Tenaga Kesehatan, Gosyen Publishing,Yogyakarta, 

2011, hlm.43 
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tidak bertanggung jawab seperti penelantaran, pasien juga berhak atas 

keselamatan, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan jasa 

kesehatan yang diterimanya, dengan hak tersebut maka konsumen akan 

terlindungi dari praktek profesi yang mengancam keselamatan atau 

kesehatan.39 

Hak pasien sebenarnya merupakan hak yang asasi yang 

bersumber dari hak dasar individu dalam bidang kesehatan, (the right of 

self determination), meskipun sebenarnya sama fundamentalnya, namun 

hak atas pelayanan kesehataan sering dianggap lebih mendasar, dalam 

hubungan dokter dengan pasien, secara relatif pasien berada dalam 

posisi yang lemah, kekurang mampuan pasien untuk membela 

kepentingannya dalam situasi pelayanan kesehatan menyebabkan 

timbulnya kebutuhan untuk mempermasalahkan hak-hak pasien dalam 

menghadapi para professional kesehatan.40 Sebagaimana dijelaskan 

dimuka, maka hak pasien berasal dari hak atas dirinya sendiri, dengan 

demikian pasien adalah subjek hukum mandiri yang dianggap dapat 

mengambil keputusan untuk kepentingannya sendiri.41  

Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

Tentang Praktik Kedokteran, Hak Pasien yaitu: 

                                                           
39 Ibid, hlm.44 
40 Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, CV Sagung Seto, Jakarta, 

2008, hlm. 51 
41 Soerjono soekanto, Segi-Segi Hukum Hak Dan Kewajiban Pasien dalam Krangka 

Hukum Kesehatan, CV Mandar Maju, Jakarta, 1990, hlm.27 
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1.Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran; 

2.Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; 

3.Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; 

4.Menolak tindakan medis; dan 

5.Mendapatkan isi rekam medis. 

Hak pasien yang lainnya adalah hak untuk didengar dan 

mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang didapatkan tidak 

sebagai mana mestinya, masyarakat sebagai konsumen dapat 

menyampaikan keluhannya kepada pihak rumah sakit sebagai upaya 

perbaikan Rumah Sakit dalam pelayanannya.42  

3. Kewajiban Pasien sebagai Konsumen 

Sama halnya dengan hak, tentu saja pasien mempunyai 

kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi, guna untuk tercapainya 

kesembuhan dan sebagai imbangan dari hak-hak yang telah 

diperolehnya, karena pada hakekatnya keseimbangan hak dan 

kewajiban merupakan tolak ukur tercapainya suatu keadilan didalam 

suatu tindakan, dalam hal hubungan antara dua pihak yaitu tenaga 

                                                           
42 Susatyo herlambang, op.cit, hlm.44 
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kesehatan dan pasien, maka hak yang satu harus diimbangi oleh 

kewajiban pihak yang lainnya, begitu juga dengan sebaliknya. 

Kewajiban pasien sebagai konsumen terdapat di pasal 53 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 

yaitu: 

a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah 

kesehatannya;  

b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi; 

c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; 

dan 

d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. 


